TAHUN 2009

LEMBARAN DAERAH

KOTA TEGAL
NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA TEGAL,

a. bahwa untuk mewujudkan cita cita dan tujuan

pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi
dan program Walikota sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan di daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintanan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah perlu menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun
2009-2014;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Tengah/Barat;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Tegal dan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Tegal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3321);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007
tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal
dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa
Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);



22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 133);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2006 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas dan Luas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat |l Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Tegal serta
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat Il Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun
2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran
Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal
Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota
Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Badan Pelayanan dan Perizinan
Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota
Tegal Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008
Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun
2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008
Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL



dan
WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009-2014.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tegal.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 vyang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD
Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa
Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi
Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jawa Tengah
dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah serta
memperhatikan RPJM Nasional.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
tahun 2025.



8.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2014 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk
periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2009 sampai
tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD serta
memperhatikan RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa
Tengah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahunan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tegal.

BAB I

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

a.
b.
C.

sa~oa

G s —
- -

BAB | - Pendahuluan
BAB I - Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB Il :Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta

Kerangka Pendanaan

BAB IV  :lIsu-Isu Strategis

BAB V . Visi dan Misi

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII :Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII :Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan

BAB IX :Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X . Kaidah Pelaksanaan

Pasal 3

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 4

(1) RPJIJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan Daerah.

(2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap
tahun dituangkan dalam RKPD.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) dan sebagai acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu 2009-2014.

BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD
menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai

dengan tahun 2014, dan dapat diberlakukan sebagai pedoman
sementara dalam penyusunan RKPD tahun 2015.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota
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Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:

1.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun
2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun
2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008
Nomor 4);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Diu

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 19 Oktober 2009

WALIKOTA TEGAL,
C
a ttd

P
IKMAL JAYA

ndangkan di Tegal

Pada tanggal 19 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

C
a

ttd

P
EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 6
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2009-2014

|. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesual
dengan visi, misi dan program Walikota yang memuat kebijakan
penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah  berupa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan dan
pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tegal
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPIJMD Kota Tegal Tahun 2009-2014 merupakan
penjabaran visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 dan
memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Tengah serta RPJM
Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strateqi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disertai rencana kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2009-2014
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
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RPIJMD Kota Tegal Tahun 2009-2014 digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan
RKPD Kota Tegal pada setiap tanun anggaran.

.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan

pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana
pembangunan daerah, sehubungan pada tahun 2014 terjadi
pergantian kepala daerah sebagai hasil pemilihan kepala
daerah. Maka RPJM Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014
sementara menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2015.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
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